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Abstrak 
Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan subsidi perumahan menjadi kebijakan pemerintah di bidang 
perumahan telah dikembangkan dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini, namun aparat 
pengawasan pemerintah baik internal maupun eksternal masih menemukan permasalahan yang sama dan 
cenderung berulang dari tahun ke tahun diantaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah dan 
tingkat keterhunian rumah subisidi yang rendah.  Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan 
implementasi kebijakan subsidi perumahan yang dihadapi pemerintah dan langkah pemerintah untuk 
mengatasi permasalahan berulang tersebut. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa metode penelitian 
diantaranya menggunakan pendekatan literature review, pendekatan logic model, pendekatan system 
thinking dan analisis SWOT. Hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai pemerintah 
sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang sama dan berulang tersebut diantaranya 
melakukan pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan pihak pengembang/pengurus masyarakat 
setempat dan penerapan sanksi yang tegas dengan pencabutan manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran. 

Kata Kunci: Analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan, masyarakat berpenghasilan 
rendah, subsidi perumahan 

Abstract 
The government plays an important role in providing access to home ownership for low-income people. The 
implementation of the housing subsidy policy as a government policy in the housing sector has been developed 
and ongoing for more than ten years now. Until now, government monitoring officials, both internal and 
external, still find the same problems and they tend to recur from year to year, including inaccurate targeting 
of housing subsidy recipients and low occupancy rates for subsidized housing. This research is aimed at 
analyzing the problems of implementing housing subsidy policies faced by the government and the 
government's steps to overcome these recurring problems. In this research, several research methods were 
developed, including using a literature review approach, logic model approach, systems thinking approach and 
SWOT analysis. The results of the research are in the form of policy recommendations that the government can 
use as an alternative solution to overcome the same and recurring problems, including carrying out closer 
supervision by involving developers/local community administrators and implementing strict sanctions by 
revoking subsidy benefits that are not on target. 

Keywords: Policy analysis, policy, evaluation, policy implementation, low-income people, housing subsidy  

PENDAHULUAN  

Kepemilikan rumah saat ini sudah menjadi 
kebutuhan dasar dan impian setiap orang terkhusus 
yang sudah berumah tangga. Hingga saat ini tingkat 
pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi yang 
sangat cepat terutama di wilayah perkotaan sangat 

berpengaruh terhadap penyediaan dan kepemilikan 
perumahan yang layak huni dan terjangkau. 
Kementerian PUPR menggunakan data backlog 
kepemilikan rumah sesuai hasil sensus penduduk 
terakhir oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang 
menjelaskan bahwa jumah backlog kepemilikan 
perumahan sebesar 12.751.871 rumah tangga 
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Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. 
(Data BPS, 2020). Salah satu kebijakan administratif 
di bidang perumahan yang telah diimplementasikan 
oleh pemerintah adalah Peraturan Menteri PUPR 
Nomor 20/PRT/M/2019 yang berubah menjadi 
Nomor 35/PRT/M/2021 (Permen PUPR, 2021).  
Persyaratan khusus yang harus dipenuhi MBR agar 
eligible untuk mendapatkan bantuan rumah subsidi 
sesuai Permen PUPR tersebut antara lain: belum 
pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan 
perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah 
dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap 
yang tidak melebihi batas penghasilan sesuai 
ketentuan.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi 
awal yang diperoleh dari penelitian terdahulu dapat 
disimpulkan bahwa permasalahan ketidakefektifan 
pelaksanaan kebijakan rumah subsidi mencakup 
ketidaktepatan sasaran penerima subsidi 
(Priliansyah, 2021) dan pelanggaran terhadap 
pemanfaatan rumah subsidi (Siswanti, 2013). 
Bahkan permasalahan tersebut menjadi temuan 
pemeriksaan yang berulang pada instansi 
pengawasan terkait seperti BPK, BPKP dan 
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. 
Ketidaktepatan sasaran penerima subsidi 
merupakan kondisi dimana fasilitas rumah subsidi 
tersebut masih dapat dinikmati oleh bukan MBR 
atau mendapatkan fasilitas ganda. Sedangkan 
pelanggaran terhadap pemanfaatan rumah sendiri 
adalah kondisi dimana MBR tidak langsung 
menempati minimal satu tahun secara terus 
menerus setelah akad kredit sehingga kondisi 
rumah kosong dan terbengkalai dan rumah 
disewakan/dialihkan kepemilikannya sebelum lima 
tahun. 

Analisis permasalahan implementasi kebijakan 
subsidi perumahan dinilai menjadi penting karena 
kebijakan ini sudah berjalan lebih dari sepuluh 
tahun namun masih ditemukan permasalahan yang 
serupa di lapangan. Dengan menggunakan 
pendekatan literatur review maka permasalahan 
kebijakan subsidi perumahan akan lebih mudah 
dirangkum untuk kemudian dilakukan evaluasi 
sehingga akan diperoleh solusi yang lebih 
komprehensif atas permasalahan kebijakan yang 
dihadapi (Siswanto, 2010).  

Evaluasi kebijakan membuahkan pengetahuan yang 
relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian 
antara kebijakan yang diharapkan dengan yang 
benar-benar dihasilkan (Dunn, 2003). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam 
implementasi kebijakan subsidi perumahan yang 
terjadi di Indonesia dengan menggunakan beberapa 
metode pendekatan evaluasi diantaranya 

pendekatan systematic literature review (SLR), fish 
bone dan system thinking/causal loop diagrams. 
Evaluasi implementasi termasuk dalam kajian 
evaluasi proses dimana mencoba menjawab 
pertanyaan terkait dengan penggunaan 
layanan/program, identifikasi variasi dalam 
pemberian, menganalisis sumber daya dan 
pengorganisasian program serta pengalaman 
peserta program (Susan Purdon, Carli Lessof & 
Bryson, 2001). Hasil penelitian berupaya 
merumuskan alternatif kebijakan yang dapat 
dijadikan pilihan dalam mengatasi permasalahan 
implementasi kebijakan subsidi perumahan 
tersebut. 

METODE  

Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa 
metode penelitian yang relevan diantaranya 
menggunakan pendekatan Systematic Literature 
Review (SLR) dengan topik kebijakan subsidi 
perumahan dalam database Scopus menggunakan 
aplikasi vosviewer dan menganalisis permasalahan 
implementasi kebijakan subsidi perumahan dengan 
berbagai pendekatan dari penelitian terdahulu. 
(Andriani, 2022).  

Kemudian peneliti melakukan analisis SWOT untuk 
mencarikan alternatif kebijakan yang menjawab 
permasalahan implementasi kebijakan subsidi 
perumahan yang terjadi.  

 
 

Gambar 1 Diagram Metode Penelitian 
 
 
Pengolahan database Scopus melalui web-based 
untuk mendapatkan jurnal terpublikasi Scopus yang 
relevan dengan topik kebijakan subsidi perumahan 
yang diselesaikan dalam waktu satu bulan.  

Tahapan metode penelitian yang dibangun seperti 
pada Gambar 1. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Kebijakan Subsidi Perumahan 
dalam Publikasi Internasional dengan 
Systematic Literature Review 

Konsep kebijakan subsidi perumahan dalam 
publikasi internasional masih sangat sedikit diteliti 
jika dikaitkan dengan topik kebijakan perumahan 
dalam penelitian internasional. Lebih lanjut, 
penelitian terkait kebijakan subsidi perumahan 
merupakan bagian dari konsep perumahan yang 
terjangkau.  

Gambar 2 Density Visualization pada Vosviewer 
Terkait Topik Perumahan Terjangkau 

Sumber: Database Scopus 2022 

Studi literatur dan penelitian yang dikembangkan 
dalam publikasi internasional saat ini berupaya 
untuk mengembangkan konsep perumahan yang 
terjangkau dan berkelanjutan (housing 
affordability). Hasil pemetaan jurnal internasional 
terpublikasi Scopus dengan menggunakan aplikasi 
vosviewer menunjukkan bahwa penelitian terkait 
perumahan terjangkau juga belum banyak diteliti 
dalam artikel ilmiah internasional yang berkaitan 
dengan kebijakan perumahan. Topik perumahan 
terjangkau masih berwarna hijau dan posisinya 
menjauh dari lokus kebijakan perumahan. Rincian 
seperti gambar 2.  

Sementara hasil penelusuran terhadap literatur dan 
jurnal publikasi internasional masih sedikit yang 
membahas terkait pelaksanaan kebijakan subsidi di  
bidang perumahan.  Hasil penelusuran kebijakan 
subsidi perumahan dalam publikasi internasional 
dapat dirangkum pada Tabel 1. 

Analisis Permasalahan Implementasi 
Kebijakan Subsidi Perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
dengan Berbagai Pendekatan 

Untuk lebih memahami permasalahan yang dialami 
dalam implementasi kebijakan subsidi perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat 
dianalisis dengan beberapa pendekatan sebagai 
berikut:  

Pendekatan permasalahan dengan metode fish 
bone 

Pendekatan fish bone dalam konteks penelitian ini 
digunakan untuk melihat akar permasalahan yang 
banyak dijumpai dalam implementasi kebijakan 
subsidi perumahan. Permasalahan implementasi 
kebijakan subsidi perumahan bagi MBR dengan 
ilustrasi fish bone dapat dilihat dalam Gambar 3.  

Mengacu pada diagram fish bone diatas dapat 
diuraikan bahwa masalah-masalah terkait 

Tabel 1 Reviu Literatur Kebijakan Subsidi Scopus 

No. Nama 
Penulis 

Judul Artikel Informasi Penelitian 

1 C Zuo Land Revenue 
and Low-Rent 
Housing 
Provision: Local 
Political 
Economy of 
Affordable 
Housing Reform 
in China 

Secara umum, kebijakan 
subsidi perumahan bagi 
masyarakat 
berpenghasilan rendah 
di dunia dapat 
dibedakan ke dalam dua 
jenis kebijakan yaitu: 
kebijakan subsidi rumah 
sewa rendah dan 
penyediaan rumah 
subsidi (Zuo, 2019).  

2 Yang 
Xiao 
and 
others 

Do 
Neighborhood 
Ties Matter for 
Residents’ 
Mental Health 
in Affordable 
Housing: 
Evidence from 
Guangzhou, 
China 

Jenis kebijakan subsidi 
rumah sewa rendah 
banyak dijumpai di 
berbagai negara maju, 
seperti halnya Amerika 
Serikat, sebagai solusi 
menghadapi sulitnya 
memiliki perumahan 
yang terjangkau. 
Sedangkan jenis 
kebijakan penyediaan 
rumah subsidi banyak 
dikembangkan di 
berbagai negara 
berkembang termasuk 
negara Indonesia. (Xiao 
et al., 2020). 

 

 

Gambar 3 Pendekatan Masalah Fish Bone 
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implementasi kebijakan subsidi perumahan bagi 
MBR yang belum optimal dapat diuraikan ke dalam 
beberapa pokok permasalahan (tulang ikan): 
1. Masalah Backlog Perumahan 

Yaitu: suatu kondisi permasalahan dimana 
kebutuhan akan rumah tidak disertai dengan 
ketersediaan rumah yang akan dibangun. Dalam 
konteks rumah subsidi, hal ini dapat disebabkan 
oleh 2 faktor:  
a. Jumlah pengembang (developer) subsidi 

masih sedikit. Minat developer untuk 
membangun rumah subsidi masih di 
dominasi oleh developer-developer 
kecil/perorangan (Boukari & Long, 2021). 

b. Land Bank subsidi masih belum tersedia. 
Ketersediaan lahan/tanah untuk 
dikembangkan menjadi perumahan subsidi 
sangat terbatas yang dapat dipengaruhi oleh 
harga tanah, zonasi wilayah (Murray, 2020).  

2. Masalah Kelayakan Rumah Subsidi 
Yaitu: kondisi permasalahan dimana rumah tipe 
sederhana yang dibangun tidak memenuhi 
standar kelayakan bangunan untuk 
hunian/tempat tinggal. Dalam konteks rumah 
subsidi dapat disebabkan oleh faktor berikut 
diantaranya: 
a. Regulasi standarisasi rumah subsidi belum 

diatur. Kondisi rumah subsidi yang 
ditawarkan oleh pengembang sangat 
beragam namun banyak juga rumah subsidi 
yang secara kasat mata masih under 
specification (MacAskill et al., 2021). 

b. Ketersediaan Fasilitas Prasarana, Sarana dan 
Utilitas lainnya (PSU) tidak memadai. 
Pembangunan PSU pada perumahan subsidi 
perlu mendapat perhatian pemerintah selain 
kondisi rumah subsidi yang layak huni dan 
terstandarisasi. Fasilitas PSU yang memadai 
menjadi faktor penarik bagi MBR untuk 
menentukan rumah subsidi yang akan 
dibeli/dihuni (Ezennia & Hoskara, 2019). 

3. Masalah Ketepatan Sasaran Subsidi 
Yaitu: kondisi permasalahan dimana 
implementasi subsidi rumah masih belum 
diterima oleh sasaran yang berhak yaitu 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal 
ini dapat disebabkan oleh faktor berikut: 
a. Kondisi double facility yang disebabkan 

verifikasi debitur/target subsidi yaitu MBR 
masih dilakukan secara manual antara pihak 
perbankan dengan Kementerian PUPR 
(pemberi subsidi) (Kusumastuti, 2015). 

b. Dinikmati bukan MBR. Hal ini dapat terjadi 
karena developer subsidi diperbolehkan 
untuk memasarkan rumah subsidi dengan 
cash/tunai sehingga memungkinkan 
masyarakat dengan kondisi ekonomi 
menengah dan atas untuk memiliki rumah 

subsidi sebagai alat investasi (Ezennia & 
Hoskara, 2021) (Ajayi et al., 2020). 

4. Masalah Pemanfaatan Rumah Subsidi 
Yaitu: kondisi permasalahan dimana rumah 
subsidi yang sudah dimiliki oleh MBR tidak 
dimanfaatkan sebagai rumah tinggal oleh MBR 
itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor 
berikut:  
a. Rumah disewakan/dialihkan. Kondisi ini 

dimana pemilik rumah subsidi menyewakan 
kepada pihak lain sebagai aset investasi atau 
ditempati oleh keluarga/pihak lain (Zheng et 
al., 2020).  

b. Rumah kosong. Kondisi rumah yang tidak 
dihuni sehingga tampak terbengkalai (tidak 
terawat) (Mohamad et al., 2021). 

Pendekatan permasalahan backlog perumahan 
subsidi dengan metode system thinking/causal 
loop diagram 

Causal Loop Diagram merupakan metode yang 
banyak digunakan untuk menunjukkan struktur 
umpan balik/sebab akibat (feedback) dari sebuah 
sistem yang terbentuk. Metode ini cocok digunakan 
untuk menemukan hipotesis secara cepat terhadap 
penyebab dari suatu dinamika yang terjadi dan 
mengkomunikasikan feedback yang dianggap 
bertanggungjawab atas suatu permasalahan 
tersebut (Sterman, 2000).  Dengan pendekatan yang 
lebih sistematis, maka permasalahan implementasi 
kebijakan dapat dikaji lebih komprehensif dari sisi 
permintaan dan penawaran terhadap subsidi 
rumah. 

Permasalahan implementasi kebijakan subsidi 
perumahan bagi MBR dengan system thinking 
menggunakan ilustrasi Causal Loop Diagram dapat 
dilihat dalam gambar 4. 

Permasalahan backlog ketersediaan rumah subsidi 
dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan 
sisi permintaannya. 
Dalam konteks sisi penawarannya (stok rumah 
subsidi yang terbangun), permasalahan ini dapat 
disebabkan oleh 2 faktor: 
a) Land Bank subsidi belum tersedia. Ketersediaan 

lahan/tanah untuk dikembangkan menjadi 
perumahan subsidi sangat terbatas yang dapat 
dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, harga tanah, 
dan zonasi wilayah (Koetter et al., 2021) 

b) Implikasi: Perlu pendekatan pemerintah untuk 
menarik minat pemilik tanah untuk 
mengembangkan perumahan subsidi, perlunya 
pengaturan zonasi wilayah untuk peruntukan 
perumahan subsidi oleh pemerintah yang 
mendekati lokasi pertumbuhan bisnis baru 
(Wang & Wu, 2020).  
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c) Jumlah pengembang (developer) subsidi masih 
sedikit. Minat developer untuk membangun 
rumah subsidi masih di dominasi oleh developer-
developer kecil/perorangan (Boukari & Long, 
2021).  
Implikasi: Perlu pendekatan pemerintah untuk 
mengikutkan developer-developer sedang/besar 
dalam pengembangan perumahan subsidi  
(Abdul Rashid et al., 2019). 

Sedangkan jika dilihat dari konteks sisi 
permintaannya (kebutuhan akan rumah subsidi 
oleh MBR), permasalahannya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya: 
a) Anggaran bantuan subsidi perumahan yang 

disediakan oleh pemerintah yang 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
penyediaan rumah subsidi kepada Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) (Wijburg, 2021). 

b) Dukungan KPR yang disalurkan oleh bank 
pelaksana KPR subsidi yang telah 
menandatangani perjanjian kerjasama dengan 
pemerintah untuk menyalurkan kredit 
pemilikian rumah subsidi dengan suku bunga 
tetap hingga jangka waktu angsuran berakhir. 
Implikasi: perlu dukungan pemerintah dan bank 
pelaksana secara berkesinambungan dan terus 
menerus dalam menyediakan pendanaan rumah 
subsidi kepada MBR yang membutuhkan 
(McFadden, 2014). 

 
Pendekatan permasalahan dengan metode 
literature review 
Analisis dengan pendekatan ini mengumpulkan dan 
merangkum beberapa permasalahan kronis terkait 
implementasi kebijakan subsidi perumahan dari 

berbagai literatur yang telah dipublikasikan dalam 
penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak hanya 
dalam ketersediaan perumahan subsidinya saja, 
dalam hal pengawasan terhadap rumah subsidi 
yang sudah terbangun dan ditempati juga 
mengalami beberapa permasalahan yang serius. 
Pendekatan ini ditujukan untuk menilai 
permasalahan implementasi kebijakan subsidi 
rumah secara historis berdasarkan penelitian 
terdahulu. Hasil literature review yang disimpulkan 
dari beberapa penelitian terdahulu yang telah 
dipublikasikan dalam jurnal publikasi ilmiah 
diketahui beberapa permasalahan dalam hal 
pengawasan rumah subsidi antara lain: 

1. Permasalahan Rumah Subsidi yang Salah 
Sasaran 
Hasil Pemeriksaan yang dilakukan BPK 
diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa 
debitur yang memiliki fasilitas KPR rumah 
subsidi ganda (double facility). Selain itu, banyak 
rumah subsidi yang dijadikan aset investasi oleh 
pihak tertentu sehingga rumah subsidi banyak 
yang dikontrakkan/disewakan kepada pihak 
lain sebelum lima tahun. Beberapa penelitian 
terdahulu yang dimuat dalam jurnal yang telah 
terpublikasi ilmiah oleh (Priliansyah, 2021), 
(Agus et al., 2020) dan (Siswanti, 2013) juga 
mengungkapkan permasalahan implementasi 
kebijakan yang hampir sama. Informasi tidak 
tepat sasaran yang diperoleh hasil penelitian 
tersebut diantaranya: 
a. Perumahan Mendalo Hill Kecamatan Jambi, 

dari total 150 unit yang telah terbangun, 
terdapat sebanyak 8 unit rumah subsidi 
dihuni oleh bukan pemiliknya atau 

 

Gambar 4 Pendekatan Masalah Model CLD 
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dikontrakkan dan terdapat 17 unit rumah 
tidak dihuni dan dikosongkan. 

b. Perumahan Subsidi di Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru, terdapat 5,71 % atau 6 
responden menyatakan sudah pernah 
memiliki rumah sebelumnya. 

c. Perumahan Puri Dinar Elok dan Puri Dinar 
Asri Kota Semarang, terdapat 30% penghuni 
di perumahan tersebut bukan pemilik rumah 
subsidi itu sendiri melainkan 
orangtua/saudara pemilik rumah tersebut. 
Selanjutnya, 28% responden di perumahan 
tersebut menyatakan sudah pernah memiliki 
rumah sebelum membeli rumah di 
perumahan tersebut. 

 
2. Permasalahan Rumah Subsidi yang Melanggar 

Tata Ruang 
Hal ini berkaitan dengan izin pembangunan 
rumah bersubsidi yang ditolak oleh Badan 
Pertanahan Nasional karena lahan 
pembangunan yang diajukan developer tumpang 
tindih dengan LP2B (Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan) atau izin tata ruang lainnya 
(ICHSAN, 2018). 

 
3. Permasalahan Rumah Subsidi Tidak Layak Huni 

Dalam ketentuan Kementerian PUPR, pemilik 
rumah subsidi harus menempati rumah subsidi 
selama minimal 1 tahun. Namun kenyataan di 
lapangan, banyak rumah subsidi yang tidak 
dihuni bahkan lebih dari satu tahun oleh pemilik 
menjadi rusak dan tidak terawat. Beberapa 
alasan yang menyebabkan pemilik tidak 
menempati rumah subsidi yang telah 
diserahterimakan, diantaranya: 
a. Lokasi rumah subsidi yang sangat jauh dari 

keramaian dan tempat kerja yang berada di 
daerah pinggiran 

sehingga belum didukung oleh akses jalan 
yang memadai (Diana, 2018) 

b. Kondisi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas 
Umum) lainnya masih sangat minim. 
Penyediaan PSU tidak hanya menjadi 
tanggung jawab Kementerian PUPR namun 
developer dapat bekerjasama dengan 
pemerintah daerah setempat. Developer 
subsidi sangat bergantung kepada bantuan 
PSU yang diberikan oleh Kementerian PUPR 
dalam hal percepatan penyediaan PSU di 
lokasi perumahan subsidi yang dibangun 
(Debrunner & Hartmann, 2020). 

c. Kualitas bangunan rumah subsidi yang tidak 
memenuhi standar bangunan rumah 
sederhana yang layak huni. Hal ini dilakukan 
oleh developer subsidi yang lebih 
mengutamakan keuntungan sepihak dari 
proses pembangunan rumah subsidi kepada 
MBR sehingga kualitas bangunan yang 
diberikan sangat rendah dan tidak sesuai 
spesifikasi bangunan yang seharusnya.   

Analisis SWOT dalam Pemecahan Masalah 
dan Penentuan Alternatif Kebijakan Subsidi 
Perumahan bagi MBR 

Untuk mengatasi permasalahan dalam 
implementasi kebijakan subsidi perumahan, 
pemerintah perlu melakukan kajian mendalam 
terkait hambatan-hambatan yang selama ini terjadi 
dan menemukan solusi pemecahan masalah untuk 
diterapkan sebagai alternatif kebijakan. Analisis 
SWOT merupakan suatu alat analisis untuk 
mengevaluasi program/kebijakan (Humphrey, 
2005). Jika dilakukan matriks SWOT atas kondisi 
permasalahan subsidi perumahan saat ini dapat 
diuraikan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2 Matriks SWOT Permasalahan Subsidi Perumahan di Indonesia 

 Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) 

Faktor 

Internal 

● Dukungan developer subsidi baik 
perseorangan maupun badan usaha 
terus bertambah. 

● Dukungan Bank Pelaksana yang 
bekerjasama dengan pemerintah 
dalam menyalurkan KPR subsidi terus 
bertambah  

● Pemanfaatan teknologi di bidang 
perbankan untuk mendukung proses 
penyaluran KPR kepada MBR 

 

● Subsidi diterima oleh non MBR atau menerima fasilitas KPR 
subsidi ganda yang disebabkan lemahnya proses verifikasi 
calon penerima subsidi 

● Ketersediaan rumah subsidi yang terbatas di perkotaan 
disebabkan tingginya harga tanah/lahan 

● Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam 
menangani permasalahan perizinan dan penyediaan PSU 
masih tumpang tindih. 

● Banyak ditemukan rumah kosong atau tidak 
terhuni/terbengkalai/dialihkan sebelum 5 tahun yang 
disebabkan lemahnya pengawasan dan kelalaian debitur 
rumah subsidi. 
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Tabel 2 (Lanjutan) Matriks SWOT Permasalahan Subsidi Perumahan di Indonesia 

 Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) 

 

Faktor 

Internal 

 ● Kondisi fasilitas PSU yang belum memadai dan akses 
rumah jauh dari keramaian yang disebabkan rendahnya 
pemanfaatan dana PSU dan pengaturan zonasi wilayah 
pembangunan rumah subsidi belum terlaksana. 

● Kualitas bangunan rumah subsidi yang tidak sesuai standar 
yang disebabkan kecurangan pihak pengembang yang 
ingin memaksimalkan keuntungan dalam proses 
pembangunan rumah subsidi. 

 Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 

Faktor 

Eksternal 

● Kebijakan pemerintah pusat dan 
daerah yang mendukung upaya 
pertumbuhan pembangunan rumah 
subsidi 

● Potensi pasar perumahan subsidi 
sangat besar karena tingkat 
kebutuhan perumahan yang terus 
meningkat setiap tahun 

● Asosiasi pengembang Indonesia yang 
turut berkontribusi dalam 
pengembangan perumahan subsidi. 

● Pengetatan kebijakan pemberian KPR dan penurunan 
tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang 
dilakukan oleh Bank Pelaksana 

● Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum 
mendukung upaya zonasi wilayah perumahan subsidi 

● Anggaran belanja subsidi pemerintah yang terbatas 

 

 

 

Tabel 3 Analisis Strategi SWOT Permasalahan Subsidi Perumahan di Indonesia 

 Strength Weakness 

Opportu-
nities 

Strategi SO: 

● Perluasan pemasaran perumahan subsidi 
dengan memanfaatkan teknologi 
pemasaran yang dimiliki oleh perbankan 
dan dukungan Bank Pelaksana 

● Peningkatan keikutsertaan dan kerjasama 
developer subsidi yang telah tergabung 
dengan asosiasi pengembang Indonesia  

● Kebijakan pemerintah pusat dan daerah 
yang mendukung developer dalam 
pembangunan perumahan subsidi.  

● Kebijakan pemerintah pusat dan daerah 
yang mendukung Bank Pelaksana dalam 
penyaluran subsidi perumahan. 

Strategi WO: 

● Kebijakan pertumbuhan pembangunan perumahan 
subsidi yang memperhatikan kemudahan perizinan, 
standar bangunan dan akses pusat keramaian yang 
memadai. 

● Inovasi dalam peningkatan pertumbuhan 
pembangunan perumahan subsidi 

● Penegakan sanksi yang ketat terhadap penerima 
subsidi perumahan yang tidak layak. 

● Sosialisasi pemasaran perumahan subsidi yang 
menekankan pemanfaatan rumah subsidi dan 
larangan pengalihan rumah sesuai ketentuan oleh 
Bank Pelaksana 

● Monitoring tingkat keterhunian rumah subsidi oleh 
pemerintah secara intensif. 

Threats Strategi ST: 

● Efisiensi anggaran dalam pembangunan 
PSU dan belanja subsidi bunga KPR yang 
ditanggung oleh pemerintah 

● Kebijakan zonasi wilayah oleh pemerintah 
pusat dan daerah yang sejalan dengan 
percepatan pembangunan yang dilakukan 
developer 

● Dukungan KPR subsidi oleh Bank Pelaksana 
yang tetap menerapkan prinsip kehati-
hatian. 

Strategi WT: 

● Pengembalian seluruh fasilitas KPR subsidi yang telah 
dinikmati oleh penerima subsidi perumahan yang 
tidak layak 
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Tabel 4 Analisis Pembobotan & Penilaian IFAS dan EFAS 

Faktor Internal (X) 

No Kekuatan (Strength) Bobot Rating Nilai 

1. Dukungan developer subsidi baik perseorangan maupun badan usaha terus 
bertambah 

0,11 5 0,54 

2. Dukungan Bank Pelaksana yang bekerjasama dengan pemerintah dalam 
menyalurkan KPR subsidi terus bertambah 

0,11 5 0,54 

3. Pemanfaatan teknologi di bidang perbankan untuk mendukung proses penyaluran 
KPR kepada MBR 

0,07 4 0,29 

 Sub Total 0,29  1,36 

No Kelemahan (Weakness) Bobot Rating Nilai 

1. Subsidi diterima oleh non MBR atau menerima fasilitas KPR subsidi ganda 0,11 1 0,11 

2. Ketersediaan rumah subsidi yang belum mampu terpenuhi 0,11 2 0,22 

3. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani permasalahan 
perizinan dan penyediaan PSU masih tumpang tindih. 

0,07 3 0,21 

4. Banyak ditemukan rumah kosong atau tidak terhuni/terbengkalai 0,11 2 0,22 

5. Kondisi fasilitas PSU yang belum memadai dan akses rumah jauh dari keramaian 0,11 2 0,22 

6. Rumah tidak ditempati oleh penerima subsidi/dialihkan sebelum lima tahun 0,11 2 0,22 

7. Kualitas bangunan rumah subsidi yang tidak sesuai standar 0,11 2 0,22 

 Sub Total 0,71  1,43 

Faktor Eksternal (Y) 

No Peluang (Opportunities) Bobot Rating Nilai 

1. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung upaya pertumbuhan 
pembangunan rumah subsidi 

0,20 5 1,00 

2. Potensi pasar perumahan subsidi sangat besar karena tingkat kebutuhan 
perumahan yang terus meningkat setiap tahun 

0,13 4 0,52 

3. Asosiasi pengembang Indonesia yang turut berkontribusi dalam pengembangan 
perumahan subsidi. 

0,13 4 0,52 

 Sub Total 0,46  2,04 

No Ancaman (Threats) Bobot Rating Nilai 

1. Pengetatan kebijakan pemberian KPR dan penurunan tingkat kredit bermasalah 
(Non Performing Loan) yang dilakukan oleh Bank Pelaksana 

0,13 2 0,26 

2. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum mendukung upaya zonasi 
wilayah perumahan subsidi 

0,20 2 0,40 

3. Anggaran belanja subsidi pemerintah yang terbatas 0,20 2 0,40 

 Sub Total 0,45  1,06 

 
Setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kondisi permasalahan subsidi perumahan di 
Indonesia maka dilakukan analisis strategi SWOT 
yang dapat digunakan untuk perumusan alternatif 
kebijakan dapat dijabarkan dalam Tabel 3. 

Dalam pemilihan strategi mana yang cocok diambil 
pemerintah Indonesia dalam memperbaiki 
implementasi kebijakan subsidi perumahan di 
Indonesia maka dilakukan pembobotan dan 

penilaian atas faktor-faktor internal dan eksternal 
yang diuraikan dalam Tabel 4.  

Dari tabel 4 maka diketahui posisi Faktor Internal 
(X) sebesar -0,07 (1,36-1,43). Sedangkan Faktor 
Eksternal (Y) sebesar 0,98 (2,04-1,06). Jika 
dimasukkan ke dalam Koordinat X dan Y maka 
posisi faktor internal dan eksternal masih bernilai 
positif (-0.07,0.98) sehingga strategi yang cocok 
untuk dikembangkan oleh pemerintah adalah 
Strategi WO (Weaks Opportunities) sesuai gambar 5. 
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Dari hasil pembobotan tersebut maka strategi WO 
merupakan strategi yang harus ditempuh oleh 
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan 
implementasi kebijakan subsidi perumahan bagi 
MBR dengan melaksanakan beberapa alternatif 
kebijakan sebagai berikut :  
1. Kebijakan pertumbuhan pembangunan 

perumahan subsidi yang memperhatikan 
kemudahan perizinan, standar bangunan dan 
akses pusat keramaian yang memadai. 

2. Inovasi dalam peningkatan pertumbuhan 
pembangunan perumahan subsidi 

3. Penegakan sanksi yang ketat terhadap penerima 
subsidi perumahan yang tidak layak. 

4. Sosialisasi pemasaran perumahan subsidi yang 
menekankan pemanfaatan rumah subsidi dan  

5. Larangan pengalihan rumah sesuai ketentuan 
oleh Bank Pelaksana. 

6. Monitoring tingkat keterhunian rumah subsidi 
oleh pemerintah secara intensif. 

KESIMPULAN 

Kebijakan subsidi perumahan bagi MBR yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini 
Kementerian PUPR merupakan salah satu kebijakan 
pemerintah yang cukup berhasil dalam mendukung 
pembangunan perumahan bersubsidi bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. 
Namun evaluasi atas implementasi kebijakan 
tersebut tetap perlu dilakukan karena masih 
ditemukan beberapa permasalahan kronis dan 
berulang walaupun kebijakan tersebut sudah 
diimplementasikan lebih dari sepuluh tahun. Di 
antaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi 
dan pelanggaran terhadap pemanfaatan rumah 
subsidi. Rekomendasi kebijakan yang paling tepat 
dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kedua 
permasalahan tersebut adalah perlunya analisa 
peminatan rumah subsidi dari calon debitur pada 
saat verifikasi permohonan kredit awal dan 

sosialiasi pemanfaatan rumah dan penegakan 
sanksi yang ketat dengan mencabut fasilitas subsidi 
rumah yang telah diterima jika terbukti melanggar 
ketentuan dikemudian hari. Disamping itu untuk 
yang sudah memiliki rumah subsidi, pentingnya 
pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan 
pihak pengembang maupun pengurus lingkungan 
setempat dalam melakukan 
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